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PERATURAN DALERAII KABUPATEN MELAWI

NOMOR @ ‘T'AIIUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI RUMAII POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa, berdasarknn pasal |8 anyat (2) hural a Undang-undung Nomor W Talin
2000 tentang Perulmban Alns “I'Itlll.llg-llmhlllu Numwor 18 Tahun 1997 lontung
Pajak Daerali don Retribusi Duerah, maka Rotribusi Rumah Potong Hewan
merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaton;

bahwa dalam upaya ponortibun, pengendalion, pongawasan dan pemberion
pelayanan kepuda msyarakat  penggunn jasn Rumah Potong Hewan dan
melindungi hopentingan konsumen sortn menggall sumber pendaputan asli
dacrnh, perlu dipungut Retribusi Rumah Potong Hewan

bahwa untuk melaksanakan maksud padn hurup o dan b diatas, perlu diatur
dengan Peraturan Daeruh Kabupaten Melawi.

Undang-Undang Nomor 6 talun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternnkan dan
Keschatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiu Nomor 2824)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Usdang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
wadang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

Usdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Segara Republik Indonesin ‘Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Usdang-Undang Nomor 34 “Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Sckadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran
Segara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 3839 );

Usdang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang  Perbendaharann  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4355);

Usdang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2004
Nomor 53, Tumbahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintalbun Duoerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, ‘Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

b Undang-Undung Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuungan
Antara Pemerintah Pusat Dan Duerab ( Lombaran Negurs  Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin
Nomor 4438 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan ndang-
undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acarn Pldana (Lembaran Neguru
Republik Indonesia Tohun 1983 Nomor 6, Tumbuhun Negara  Ropublik
Indonesia Nomor 3258);

I, Permturan Pemetintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusl  Daerah

(Lembaran Neganra Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 'Tumbahan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 4139),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T DALERAH KABUPATEN MELAWI
dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menctapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

o -

Daerah adalul Kabupaten Melawi;

Pemerintah Duaerah adalah Pemerintuh Kabupaten Melawi;

Bupati adalah Bupati Melawi;

Pejubat adalah Pegawai yang diberl tugus tertentu di bidang retribusi daerah sesuni dengan
Peraturan Perundang-undangun yang berlaku;

Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara  atou Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persckutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Yang sejenis,
Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usala tetap serta bentuk Usaba lainnya;

Retribusi Jusa Usaha adalah retribusi atus jusa yang disediakan oleh Pemerintuh Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena puda dasarnya dapat pula disediakan oloh sektor
swusli,

Retribusi Rumah  Potong Hewan yung selanjutnya dapat disebut retribunl  aduluh
pembayaran atas pelayanan penyedisan lusilitas Rumah Potong Hewan Ternak (ermuasuk
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

Wajib Reribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undungan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah sualu jangka wakiu terentu yang merupakan batas waktu bagi Wajil Retribusi
untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Iewan lemak;
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10, Surat Pendallarun Obyck Retribusi Daerah, yang selangutnyn  dapat disinghat SPORD adalal surat
yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan datn obyek retribusi dan Wajil Rotribusi
schagni dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi Daerah;

Il. Sural ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang,

12. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah
sural keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selajutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah
Surat Keputusan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

14. Surat Tagihan Retribusi dacrah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
L

15, Surat Keputusan Keberntan adalah Surnt Keputusan atas keberatan terhadap  SKRD atou dokumen
lain yang dipersamakan, SKRDK 1 dan SKRDLEB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

6. Pemeriksaun  adalah serangkaion kegintun untuk mencari, mengumpulkan, dun mengolah duta dun
alau keterungan lainnya dalam rangkn pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan Peraturan Perondang-undangan Reteibusi Daeraby

17, Penyidikan tindak Pidana dJi bidang Retribusi - Daerah adalah serangkaion tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnys dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi daerah yang
terjodi serta menemukan lersangkanyan,

BAR
NAMA OBY Ik DAN SUBYEK RETRIBUSI

1"usal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran ataw pelaynnnn

penyedianan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebolum
dipotong,

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedinnn lusilites rumanh potong hewan yang meliputi ;
a. Penyewaan Kandang (Karanting ),
b. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelun dipotong,
¢. Pemakaian tempat pemotongan,
d. Pemakaian tempat peloyutan doging;
¢. Pelayanan pengangkutan daging dari rumal potong,
() Tidak termasuk obycek retribusi adaluh pemeriksann doging duri daerah lnin dan daging impor dan
pelayanin rumah potong yang dikelola oleh perasahaan daermh dan pilink swasta.
P'asal 4

Subyck Retribusi adalah orang pribudi atau badan yang menggunukan fusilitas rumah potong
hewan lernak.

BAB I ...



GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasul 6

(1) Retribusi dipungut diwiluyah Kabupaten Meluwi,
(2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat peluyanan diberikan,

BABYV
UPAITI PUNGUT
Pasul 7
(1) Kepada Instansi  pengelola dun pembuntu  diberikan upah pungut 5 %durl seluruh
penerimaan  yang telah disetorkan ke kus duerah,
(2) Tuta cara permintaan pembayarun upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal inl dilakukun
berdusarkan peraturan perundang-undungan yang berlaku.
BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Posal §

Tingkat penggunaan diukur berdasarknn jenis pelayunun, jenis ternuk dan jumlah tornak yang dipotong,

BAL VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasnl 9

Prinsip dan susaran dalam penetapan struktur dan besarnyn taril retribusi Jidusarkan pada tjuan untuk
memperoleh pendapatan yang layak sebagaimana pendupatan yang pantas diterima oleh pengusaha
sejenis yang beroperasi secara elisiensi dan berorientasi pada harga pasar,

BAL VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.

(3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran
per satuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. Unsur ...



(4)

a Unsur biaya per satuan penyedia jasa;
b. Unsur pendapatan yang dikehendaki per satuan jasa.

Biayva scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul'a pasal ini meliputi :

a. Diaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap,

belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dun bungunan, biaya listrik dan semua biaya
rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,

b. Biaya tidak lansung yang meliputi biaya administrusi umum dan biaya lainnya yang mendukung
penyediaan jasa;

(5) Keuntungan sebagaimuna dimaksud pada ayat (3) hurul b pasal ini ditetapkan dalam persentase

tertentu dari total binya sebaguimana dimaksud padu ayat (4) pasal ini dari biaya operasional dan
biaya Lidak langsung,

(6) Struktur dan besarnya taril sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2) dan (3) pasal ini ditetapkan

sehagai berikut

P  Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif L
Pemakaion Kandang Supi/Kerbau Rp. 10.000 / Ekor
' Babi Rp. 5.000/ Ekor
S | Kambing/Domb _ Rp. _3.000/ Ekor -
| Pemeriksaan Kesehatan Sapi/Kerbau Rp. 25.000 / Ekor
ternuk sebelum dipotong Bubi Rp. 15.000 / Ekor
Kuambing/Domba Rp. 10.000/ Ekor_ _
Pemakaian Tempat Sapi/Kerbau Rp. 10,000 / Ekor
| Pemotongan Babi Rp. 7.000/ Ekor
| Kambing/Domba Rp. 5.000/ Lkor _
'emakaian tampat Pelayuan | Sapi/Kerbau Rp. 10.000 / Lkor
daging Babi Rp. 7.000/ Ekor
Kambing/Domba Rp. 5.000/ Ekor
BAIVIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pusal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar teput waktu atan kurang bayar, dikennkan sanksi Administrosi
berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiop bulan dari retribusi yang terutung yang tidak atou kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Duerah.

(1)
(2)

(3)

(1)

2)

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pusul 12
Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
Tata Cara pembayaran, penyetoran, lempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BADB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yamg dipersamakan, SKRDKBT, STRD
dan sural Keputusan keberalan yang menyebabkan jumlah retribusi dapat ditagih melalui Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

BAB XII ...



(4)

(5)

(6)

(nH

(2)

(3

(2)

3)

(4)

3)

(6)

BAB X1
KEBERATAN
Pasal 14

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberntan hanyn kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas
SKRL atuu dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.

Keberatan digjukan secara tertulis dulam bahasa Indonesia dengan disertai alusan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapun retribusi tersebul,

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama ( dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
dokumen loin yang dipersumakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka woktu itu tidak dapat dipenuhi karenn keadaan di
luar kekunsannnya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratun sebagnimana dimaksud pada ayat (2) dan (1) pasal ini
tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehinggn lidak dapat dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menundu kewajibun membayar retribusi dan peluksanaan penagihun
retribusi.

Pasal 15

Bupati dalam jangka waktu paling luma 6 (enam) bulan sejuk tanggal Surat Keberatun diterima
harus memberikan keputusan atas keberatan yang dinjukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa  menerima selurulinys atan sebagian,menoluk atau
menambah besamya retribusi yang terhutang,.

Apabila jangka waktu scbagaimann dimaksud piada ayat (1) pasal ini tolah lowat dan Bupati tidak
memberikan suatu keputusan, keberatun yang dinjukan tersebut dianggnp dikabulkan.

BAL X1
PENGEMBALIAN KELEIMIIAN PEMBAYARAN
Pasal 16

Alas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
Kepada Bupati,

Bupati Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejuk diterimanya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusal ini harus membuat keputusan,

Apabila jungka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu retribusi tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewal jangka
witklu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) alas
keterlambatan pembayaran kelebiban retribusi.

Pasal 17 ...



(1

2)

3)

()

2)

(3)

()

2)

Pasal 17

Permobonan pengembalian kelebiban pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Kepada Bupati
dengan schurang-kurangnya menychutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa rctribusi;
¢ besarnya kelebihan pembayaran;
J alasan yang singkat dan jelas;
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung din ntuu
melalui pos lercatat.

Bukti pererimaan oleh Pejabat Ducrah atou bukli pengiriman pos fercatal merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.

I"usul 1R

Pengembalian kelebihan retribusi  dilakukan  dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.

Apabila  kelebihan — pembayarnn  retribusi diperhitungknn dengan  hutang  retribusi
lainnya,schagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah inl, pembayaran dilnkukan

dengan cara memindah  bukukan dan bukti - peminduh bukuan jugn berlaku  sebugnl  bukti
pembayaran.

BAD XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RIZTRIBUSI

Pasal 19
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.

Tata Cara pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa seteluh melampaui jungka waklu 3 (tiga)
tahun terhitung sejok sant terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak
piduna di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagiban retribusi sebngaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran atau;

b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

HAB XVI ...



(1

Q@)

3)

i)

2)

BAD XVI
PENYIINKAN
P"usal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberl kewenangan khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tinduk pidana dibidang retribusi dacrah sehagnimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P'idana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusal ini adalah:

o, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterungan stau  laporun berkenann dengan
tindak pidana di bidang retribusi  Doerah agor keterangan atau laporan  tersebul menjadi
lengkap dan jelas;

b.  menéliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pr.ibar..'li atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,dan
dokumen-dokumen lain, serta mekakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peluksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibibang
retribusi dacrah;

g.  menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung  dan memeriksa identitas orang  dan atau dokuman yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurul ¢ pasal ini;

h. memotrel sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi dacrah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka atau saksi;

J. - menghentikan penyidikon;

k. melakukan tindakan lnin yang perlu untuk kelancaran penyidikan  tindak pidans  dibidang
retribusi dacrah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikan kepuda PPenuntut Umum, melalui Penyidik Pejubat Polisi
Nuegarn Republik Indonesia,

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pusal 22
Wajib Retribusi yang tidak meluksanakin kewajibun sehinggn merugikan Keuangan  Daerah
diancam Pidana kurungan paling luma 6 (enam) bulan ateu denda puling bunyak 4 (vmpat) kali

Jumlah Retribusi terhutang,;
Tindak Pidana yang dimaksud pada ayal (1) pasal ini adalah Pelungaran,

BAIN XVIII ...



BADL XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada yang mengatur materi yang sama
@yatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 24

Mal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
@astur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25
Persturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
semempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Meluwi.

i Dllctupkun di Nanga Pinoh
AT T :z.a&m-har 2005

e ]
T

Disndangkan di Nanga Pinoh
poda tanggal 6 Pebtuari 2006

ERAH KABUPATEN MELAWI,

- E-ﬁ;a_u____ﬁﬂ
- |-
*\\ *

s |
LEMBARANDAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 3



I

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR & TAIIUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PENJELASAN UMUM

%

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alus
Undang-undang Nomor 18 Tubun 1997 tentung Pajuk Dueruh dan Retribusi duerah
dan Undang-undang Nomor 34 Tuhun 2003 tentung Pembentukun Kubupaten Melawi
dan Kabupaten Sckadau di propinsi Kalimantun Durat, pujuk dueruh dan retribusi
daerah ditetapkan dengan peraturan duerah,

Dalam rangka lebih memantupkan otonomi duerah yung nyatw, dinumis serusi dun
bertanggung jawab, pembiayuun Pemerintuh  dan  Pembungunun  Daerah  yung
bersumber dari Pendapatan asli Dacrah, Khususnya yung berusal dari retribusi duerah
harus dikelola lebih  bertunggung jawab, disamping itu  lebih meningkuninya
pertumbuhan pembangunan didaerah  padu dewasa ini maka buik peluyanan muupun
elektilitas dan elisiensi  yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu
dan jenis pelayanan kepada masyarakat,

IBerkaitan dengan perihal terscbut salah sutu sumber keuangan yang dapat diguli olch
Pemerintah Daerah adalah Retribusi Rumah Potong Hewan karena itu Pemerintah
Kabupaten Melawi menetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang
pembangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas,
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